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TERLEPAS dari

pro kontra di tengah

masyarakat yang

majemuk dan kian

rasional, kegiatan

tradisi ritual bu-

daya Nyadran di bu-

lan Syaíban atau

Ruwah menjelang

Ramadan ini masih tetap dilakukan oleh

sebagian besar masyarakat Jawa pada

umumnya dan DIY khususnya. Nyadran

atau apapun namanya seperti Ruwahan,

Unggahan, Megengan atau lainnya, di-

maksudkan untuk mendoakan arwah

orangtua dan para leluhur yang telah

meninggal dunia serta sarana rohani

membersihkan diri untuk persiapan

melaksanakan ibadah di bulan Ramadan.

Kegiatan ini bisa dilakukan secara priba-

di juga secara bersama-sama dalam satu

komunitas di tingkat RT, dusun bahkan

kalurahan. Ada yang dilakukan secara

sederhana tetapi ada juga yang dikemas

sedemikian rupa dengan berbagai seremo-

nialnya sampai menjadi sebuah even wi-

sata. Memang tidak atau belum ada data

yang menunjukkan sejak kapan awal

kegiatan Nyadran dilaksanakan. Namun

diyakini sebagai proses akulturasi budaya

antara Jawa dengan agama Budha, Hindu,

dan Islam. Hingga tercipta harmonisasi

dalam kehidupan masyarakat tanpa saling

merendahkan apalagi menghilangkannya.

Apakah kegiatan Nyadran sebagai kearif-

an lokal masih perlu dilaksanakan.

Silaturahmi

Dengan kian pesatnya teknologi infor-

masi komunikasi melalui berbagai ap-

likasi, termasuk media sosial, mampu

menghilangkan sekat berupa jarak, ruang

dan waktu antarsesama dan telah mengu-

rangi interaksi sosial secara langsung.

Maka Nyadran sebagai salah satu tradisi

ritual kemasyarakatan, menjadi sarana

untuk menjalin silaturahmi antara warga

satu dengan lainnya tanpa memandang

agama dan kepercayaan apapun. Meski

doa-doa yang diucapkan banyak menggu-

nakan bahasa Arab, karena dipimpin oleh

seorang modin atau kaum rois yang ber-

agama Islam, namun hal itu tidak menja-

di hambatan untuk saling berkumpul de-

ngan tujuan yang sama walau berbeda

agama dan kepercayaan.

Nyadran lebih nampak banyak dilak-

sanakan oleh masyarakat pedesaan di-

banding perkotaan, karena memang ma-

syarakat pedesaan memiliki ikatan sosial

lebih kuat oleh latar belakang kedekatan

keluarga melalui hubungan darah diban-

ding masyarakat kota yang lebih maje-

muk. Namun desa-desa saat ini juga telah

banyak yang memiliki ciri-ciri masyara-

kat perkotaan seperti pemukiman makin

padat, banyak kompleks perumahan,

banyak warga pendatang sehingga antar-

warga juga sudah tidak saling mengenal

satu sama lain.

Selama para pendatang mau berbaur

dengan warga setempat, kegiatan Nya-

dran tentu masih akan bisa berlangsung,

tentu saja dengan berbagai modifikasinya

sesuai kondisi yang ada. Namun seba-

liknya kegiatan Nyadran akan hilang se-

bagai salah satu sarana

silaturahmi antarwarga,

bila masyarakat setempat

yang sudah semakin het-

erogen serta tidak ada

ikatan keluarga satu de-

ngan lainnya termasuk de-

ngan para leluhur yang

ada disitu, hingga

Nyadran dipandang sudah

tidak perlu dilakukan lagi.

Kearifan Lokal

Sebagai salah satu tradisi

yang memiliki nilai kearif-

an lokal, kegiatan Nyadran

bisa menjadi modal sosial

yang sangat berharga, da-

lam bersama-sama memba-

ngun masyarakat agar

lebih memiliki jiwa sosial

atau kepedulian terhadap pihak lain.

Mengingat berbagai macam tuntutan kehi-

dupan yang kian kompleks saat ini, masya-

rakat cenderung egois dan materialistik

hingga mengakibatkan terkikisnya nilai-

nilai sosial terutama nilai saling tolong-

menolong secara ikhlas. Karena segala ak-

tivitas senantiasa dihitung secara eko-

nomis, untung rugi, dapat upah atau tidak.

Agar kegiatan Nyadran tidak hilang, se-

bagai wujud dari salah satu kebudayaan

tak benda yang memiliki nilai kearifan

lokal, perlu diambil beberapa langkah, an-

tara lain. Pertama, penyampaian sosiali-

sasi akan arti penting Nyadran bagi kehi-

dupan bermasyarakat oleh para tokoh pe-

muka setempat. Kedua, melembagakan

kegiatan Nyadran dengan membentuk

kepengurusan secara tetap melalui masa

bakti pada periode tertentu di setiap RT,

dusun atau lingkungan dalam lingkup

yang kecil. Ketiga, ada apresiasi dari pe-

merintah kepada pelaksana kegiatan

Nyadran apapun bentuknya hingga me-

nambah khasanah terhadap keistimewa-

an Yogyakarta. (*)

*)Bambang Nugroho, Ketua

Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul

(PSJB) ’Paramarta’.

’Rethinking’ Monoloyalitas Kepala Daerah

Bambang Nugroho

Presiden : Turunkan harga sembako.

- Sikat tengkulak yang suka memper-

mainkan harga.

***

Danantara tak kebal hukum.

- Kelola Rp 300 T memang bisa menggoda.

***

Menag minta, Saudi tak batasi usia Jemaah

Haji.

- Daftar tunggu  Indonesia kian banyak.

Nyadran sebagai Kearifan Lokal

POLEMIK me-

ngenai loyalitas

kepala daerah

(Kepda) menge-

muka saat Ketua

Umum PDIP Me-

gawati Soekarno-

puteri mengin-

struksikan kader

PDIP yang menja-

di Gubernur/walikota/Bupati untuk me-

nunda mengikuti retreat beberapa waktu

lalu. Akhirnya puluhan Kepda yang kader

PDIP terlambat atau bahkan mungkin ti-

dak mengikuti kegiatan orientasi kepe-

mimpinan.

Banyak pemerhati politik dan Hukum

Tata Negara menyayangkan instruksi ke-

tua umum PDIP tentang retreat yang

disebut sebagai keputusan tidak

menggambarkan sikap kene-

garawan. Sebab seseorang setelah di-

lantik menjadi kepala daerah, maka

menjadi bagian dari sistem pemerin-

tahan Republik Indonesia. Kepda

mengabdi pada masyarakat di da-

erah dan loyal pada kebijakan peme-

rintah pusat dalam bingkai NKRI.

Dalam relasi hubungan pusat-da-

erah, Kepda wajib melaksanakan tu-

gas-tugas pemerintahan yang dia-

manatkan dalam UU No 23 Tahun

2014. Kepda memimpin pemerintah-

an di daerah yang tugas pokoknya

menyelenggarakan urusan wajib dan

urusan pilihan. Urusan wajib peme-

rintahan di daerah pembiayaannya

dari transfer pusat baik dalam ben-

tuk Dana Alokasi Umum (DAU)

maupun Dana Alokasi Khusus.

Dalam posisi sosiologis pemerin-

tahan kepala daerah, khususnya

Bupati/ Walikota adalah ìbawahanîkepala

pemerintahan RI, yakni Presiden. Wajib

tunduk dan taat pada kebijakan presiden

yang tertuang dalam dokumen

RPJMNasional maupun RPJP yang

merupakan haluan program pembangun-

an nasional. Program pemerintah daerah

baik yang tertuang dalam RPJMD mau-

pun turunnya RKPD harus ìtegak lurusî

pada orientasi visi misi dan program pe-

merintah pusat.

Sistem pemerintahan Indonesia jelas

menganut asas presidensiil dengan mem-

bagi tugas pemerintahan pada tugas

pokok pemerintah pusat dan tugas peme-

rintah daerah. Ada korelasi, ada koordi-

nasi dan harusnya ada sinergi. Kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah juga

diatur dalam standar pelayanan minimal

yang juknisnya ditetapkan oleh Kemen-

dagri. Demikian format Laporan Penye-

lenggaraan Pemerintahan Daerah (LP-

PD) ditentukan melalui peraturan peme-

rintah sebagai pelaksana UU no 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan daerah.

Konstruksi kewenangan dan otoritas

pemerintah daerah adalah pada nalar

otonomi daerah yang bertanggungjawab.

Kepemimpinan daerah dinilai atau dieval-

uasi oleh pemerintah pusat, yakni melalui

monitoring dan evaluasi oleh

Kementerian Dalam Negeri.

Konteks demikian Kepda harus loyal

pada pemerintah pusat dan kepala peme-

rintahan, yakni Presiden. Tidak boleh

mbalelo dan tidak boleh membangkang

(disobidence).

Lantas bagaimanakah Kepda yang

merupakan kader inti partai politik. Tentu

ketika telah menjabat Kepda harus loyal

pada pemerintah pusat. Loyalitas pada

partai politik bersifat personal, bukan im-

personal yang aktualisasinya ditentukan

oleh pemenuhan harapan partai politik

terhadap program kegiatan yang di-

jalankan pemerintah daerah. Meski

demikian ada rambu-rambu regulasi yang

harus ditaati dan dipedomani Kepda keti-

ka memimpin penyelenggaraan pemerin-

tahan di daerah.

Loyalitas kepada pemerintah pusat

adalah mandat konstitusi. Pemerintah

daerah adalah bagian dari sistem peme-

rintahan NKRI. Pemerintah daerah

bukan daerah ìperdikanîyang bisa mem-

buat kebijakan atau keputusan program

yang melenceng jauh dari arahan peme-

rintah pusat. Apalagi pemerintah daerah

sangat tergantung sumber anggaran dari

APBN. Dari 508 Kabupaten/Kota di 38

Provinsi hanya 11,2 % pemerintah daerah

yang memiliki PAD yang layak untuk

disebut mandiri. Mayoritas masih tergan-

tung dari dana transfer pusat untuk mem-

biayai penyelenggaraan pemerintahan

(urusan wajib dan urusan pilihan).

Loyalitas Kepda dibedakan menjadi

loyalitas politik, loyalitas ideologi dan

loyalitas birokratik. Loyalitas politik

adalah kepatuhan dan ketaatan melak-

sanakan program dan kebijakan presiden

(pemerintah pusat). Loyalitas ideologi

adalah kesetiaan pada konstitusi, yakni

Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh

mengkhianati ideologi negara.

Sedang loyalitas birokratik adalah

melaksanakan program kegiatan yang di-

mandatkan UU dan menjadi kebijakan

pemerintah pusat. Wajib mengonsolidasi

tugas dan fungsi birokrasi pemerintahan

daerah untuk menyukseskan program

program strategis nasional.

Jadi alangkah ironi, jika ada ketua

umum partai politik atau partai politik

mengarahkan tindakan membangkang,

insubordinasi dan tidak patuh kepala da-

erah terhadap instruksi kebijakan presi-

den atau pemerintah pusat. Ketua umum

partai dan partai politik harus memahami

substansi hukum tata negara, bahwa pe-

merintah daerah merupakan satu ke-

satuan dalam bingkai negara kesatu-

an.

Kepda dalam menjalankan roda pe-

merintahan di daerah wajib memiliki

kesetiaan tunggal (monoloyalitas) pa-

da presiden sebagai kepala pemerin-

tahan. Monoloyalitas yang tidak bisa

ditawar-tawar dengan negoisasi poli-

tik kepentingan subjektif atau politik

partisan. Monoloyalitas Kepda

bagian dari integrasi kepemimpinan

dan juga soliditas pemerintahan un-

tuk mewujudkan cita cita konstitu-

sional. Cita-cita mulia yang meru-

pakan mandat ideologis dari the

founding fathers.

Monoloyalitas Kepda adalah ben-

tuk penghormatan kepada kepemim-

pinan nasional dalam rangka meng-

gerakkan program kegiatan yang me-

miliki tujuan menyejahterakan ma-

syarakat. Tugas partai politik melalui

wakilnya di parlemen pusat-daerah ada-

lah mengawasi, mengkritisi dan melaku-

kan kontrol.

Monoloyalitas Kepda adalah kunci bagi

sinergitas pemerintahan pusat-daerah

dalam mewujudkan program-program

ekonomi politik yang pro masyarakat dan

menuju tata kelola pemerintahan yang

good governance.(*)

*)Trisno Yulianto, Koordinator Forum

Kajian Demokrasi Deliberasi.

Trisno YuliantoKritik Band Sukatani dan Polri
NAMA band Sukatani tiba-tiba

muncul di berbagai media massa, ter-

masuk media sosial. Ia menjadi

menarik perhatian, usai lagu yang

dibawakan  ÓBayar Bayar BayarÓ di-

tarik dari peredaran dan mereka me-

rilis video permintaan maaf. Tiba-tiba

saja  unggahan  tersebut menjadi so-

rotan dan menuai reaksi keras neti-

zen. Terlebih ketika demonstrasi ma-

hasiswa merebak, mereka menya-

nyikan lagu tersebut. Maka wajar

hingga banyak yang membela.

Band Sukatani berasal dari Pur-

balingga, Jawa Tengah, yang di-

bentuk  tahun 2022. Nama band ini

diambil dari sebuah desa yang  mak-

mur petaninya. Band beraliran post

punk ini  dimotori  Muhammad Syifa

Al Luthfi alias Alectroguy sebagai gi-

taris dan Novi Citra Indriyati atau

Twister Angel vokalnya. Belakang

warga juga baru tahu, jika Novi

adalah seorang guru SD.

Sukatani fokus menyuarakan kere-

sahan terkait situasi sosial, politik, dan

lingkungan  dalam lirik lagu-lagunya.

Band ini  punya aksi panggung yang

unik.  Mereka cenderung tampil

menggunakan balaklava atau penut-

up kepala hingga leher dan jarang

menunjukkan wajah mereka. Mereka

sering  kerap memulai penampilan

dengan gimmick, seperti membagi-

kan hasil bumi kepada penonton. 

Ketika  diduga melakukan pene-

kanan  pada Sukatani, Kabid Humas

Polda Jateng Kombes Artanto, mene-

gaskan kepolisian tidak antikritik dan

tetap menghargai kebebasan berek-

spresi lewat seni. Ia juga mengakui

pihaknya sempat memanggil perso-

nel Sukatani.  Polisi memang sempat

klarifikasi terhadap Band Sukatani

tersebut sambil bicara santai. Hasil

klarifikasi , polisi menghargai kegiatan

berekspresi dan berpendapat melalui

seni. Kemudian kritik atau pendapat

dilantunkan melalui seni  tersebut.

Bahkan klarifikasi yang dilakukan

sekadar ngobrol santai antara

penyidik Siber Polda Jateng dan per-

sonel Sukatani. Jadi  sama sekali tak

meminta band tersebut untuk bikin

video permintaan maaf.

Bahkan Kapolri Jenderal Listyo

Sigit Prabowo mengajak band punk

Sukatani untuk menjadi duta Polri,

untuk perbaikan institusi serta men-

cegah terjadinya perilaku menyim-

pang seluruh personel. Sigit berharap

band Sukatani berkenan dijadikan

duta atau juri untuk institusi Polri.

Menurut Kapolri, hal itu  adalah

bagian dari komitmen Polri untuk

terus berbenah menjadi organisasi

yang bisa betul-betul adaptif meneri-

ma koreksi, untuk bisa menjadi orga-

nisasi modern yang terus melakukan

perubahan dan perbaikan menjadi

lebih baik.

Kita melihat, pernyataan tersebut

adalah bagian dari reformasi Polri

yang terus berbenah. Sikap Polri

dalam menerima kritik adalah hal

yang sangat penting, untuk mening-

katkan kepercayaan publik dan

mewujudkan Polri yang lebih baik.

Secara umum, Polri menyatakan

terbuka terhadap kritik yang memba-

ngun sebagai bagian dari upaya un-

tuk meningkatkan kinerja dan profe-

sionalisme. Polri mengakui bahwa

kritik dari masyarakat, media, dan

lembaga pengawas lainnya penting

untuk mengidentifikasi kekurangan

dan area yang perlu diperbaiki.

Namun, sikap terhadap kritik dapat

bervariasi tergantung pada sifat kritik

itu sendiri. Kritik yang konstruktif, ber-

dasarkan fakta, dan disampaikan de-

ngan cara yang sopan cenderung di-

terima dengan baik dan ditindaklanju-

ti. Di sisi lain, kritik yang bersifat asal

menyerang, tidak berdasar fakta,

atau mengandung ujaran kebencian

tentu tidak ditanggapi dengan cara

yang sama.

Semua institusi memang harus

meningkatkan  reformasi birokrasi un-

tuk menciptakan organisasi yang

lebih transparan, akuntabel, dan re-

sponsif terhadap kebutuhan masya-

rakat. Selain  akan  sangat bijak untuk

memperkuat mekanisme pengawas-

an internal dan eksternal guna

memastikan bahwa lembaganya be-

kerja sesuai dengan aturan. (***)-f

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas dan foto

diri. Terimakasih. 
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